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Mengingat

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TASIKMALAYA,

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan
Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal perlu disesuaikan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan
Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah
diubah dengan Undang-Undang Nommor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

10.

11,

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Penerapan Standar Pelayanan Minimel Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8€8);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 121 Tehun 2018 tentang Standar Pernerapan
Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Minimal pada Bidang Keschatan (Berita
Negara Repubilik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Daerali Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
8

10.

|

12,

13.

14.

15.

16.

Ly

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah.

Jrusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Publik untuk memenuhi kebutuhan
dasar warga negara.

Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan
kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu
agar dapat hidup secara layak.

Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain
yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal.

Penerapan SPM adalah Pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan
pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan
Dasar, Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan
pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa,
sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan
standar.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap
Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang
dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal
dalam Pelayanan Dasar scsuai dengan standar teknis agar hidup secara
layak.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
Upaya yang berisi satu atau lebili kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka
mencapai hasil suatu program.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

.Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur

pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran
atau hasil.



18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah

19.

20.

21.

22.

23.

ditetapkan untuk dicapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daecrah vyang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daeralh untuk
periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Perangkat Daerah
pengampu Standar Pelayanan Minimal dalam menerapkan Standar Pelayanan
Minimal di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

a.

b.

(1)

(2)

(1)

Mevujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan peiaporan dalam
penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah, dan
Penetapan pedoman pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah
yang melakukan Urusan Pemerintahan Wejib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar.

BAB I
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan
Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga
negara secara minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi
warga daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berhak memperoleh Pelayanan
Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasar.

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
Pendidikan anak usia dini;

Pendidikan dasar;

Pendidikan kesetaraan;

Pelayanan kesehatan ibu hamil;

Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Pelayanan kesehatan balita;
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Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency
virus);

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum keseharian;

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana daerah kabupaten/kota;

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

Pelayanan informasi rawan bencana;

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosiai khiususnva gelandangan dan

pengemis di luar panti; dan
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana.

Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 berpedoman pada standar teknis yang diatur oleh menteri teknis
yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 6

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan
dengan tahapan :

Pengumpulan data;

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;

Penyusunan rencana pemenuhain Pelayanan Dasar; dan

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

a.

b
&
d

(1)

Pasal 7

Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a.

b.

jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh
barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal
sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
dan

jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk
jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.



(2)

(4)

(5

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(1)

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang
pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan
masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas
sumber daya manusia yang tersedia.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100%
(seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap
tahun.

Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat
(2) diintegrasikan dengan Sistem informasi Pemerintahan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau
jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan
untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang
dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang
tersedia.

Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya
manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga
nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman
pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9

Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima
Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa
Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam
rangka memenuhi prioritas SPM.

Warga Negara yang berhalk menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:

a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau
sendiri;

c. kondisi bencana; dan/atau

d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan penghitungan Warga
Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam
dokumen RPJMD dan RKPD.



(2)

3)

(1)

(2)

(3)

Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan
Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur
Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam
dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga
Negara oleh Pemerintah Daerah;

b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,
Ikhususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan
bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;

c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan
isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan
Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;

d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah,
khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam
menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam
pemenuhan kebutuhan dasar;

e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan
pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar
Warga Negara; dan

f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan
dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam
dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan
Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;

b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan
besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan
Dasar Warga Negara;

c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara
dalam rencana kerja tahunan;

d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan
Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan
sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan
Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan

e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan
dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam

dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:

a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;




(4)

(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya
dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat
Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga
Negara;

c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran
kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar
Warga Negara;

d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan
memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian
pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;

e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan,
khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan
alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam
pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan

f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan
Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan
Dasar Warga Negara.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang
dimuat dalam dokumen Renja Perangkat Daera sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja Perangkat
Daerah meliputi:

a. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya
dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan
Kebutuhan Dasar Warga Negara;

b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
penjabaran  kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan
Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif
dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan
Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan
sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen
RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub
kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen
RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program,
Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan
rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan
pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan,
sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang
diperoleh setiap tahunnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 14

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan
prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan
kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga
Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal,
dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang
dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya
manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Standar Teknis SPM.
Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan
SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)
(2)

(3)

(4)

BAB III
PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM

Pasal 16

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks
Pencapaian SPM.

Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan

b. capaian penerima Pelayanan Dasar.

Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh
dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang,
jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.

Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator
Kinerja.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB IV
TIM PENERAPAN SPM

Pasal 18

(1) Dalam penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM, penanganan isu dan
permasalahan Penerapan SPM, Bupati membentuk Tim Penerapan SPM.

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;

b. melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dalam sosialisasi standar teknis dan penerapan SPM di
Daerah;

c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap
data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan scrta
mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta
mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD
Kabupaten Tasikmalaya;

f. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam
pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;

g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan
SPM;

h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Daerah;

melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat

sebagai penerima manfaat;

j- menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait
penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan
pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat
melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan

k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi
untuk perencanaan tahun berikutnya.

(3) Susunan Keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

[
.

a. Penanggung jawab : Bupati Tasikmalaya.
b. Ketua : Sekretaris Daerah.
c. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian

Pembangunan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
e. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Tasikmalaya;

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata
Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan



(4)
)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Permukiman dan Lingkungan Hidup-
Kabupaten Tasikmalaya;

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tasikmalaya;

5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

6. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Tasikmalaya,;

7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya;
dan

8. Kepala Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk membantu Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di unit kerja yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

Pasal 19

Tim Penerapan SPM melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali
dalam setahun.

Tim Penerapan SPM melaporkan perkembangan penerapan SPM kepada
Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

Pasal 20

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan
oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
tata pemerintahan dengan melibatkan perangkat daaerah atau unit kerja
terkait.

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana
dan target yang ditetapkan.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disampaikan kepada Tim Penerapan SPM

BAB VI
PELAPORAN PENERAPAN SPM
Pasal 21

Laporan Penerapan SPM menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
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(2) Materi muatan Laporan Penerapan SPM paling sedikit terdiri atas:

a. hasil penerapan SPM;
b. kendala penerapan SPM; dan
c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

(3) Pefrangkat Daerah atau Unit Kerja pengampu SPM melaporkan penerapan
SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan unit kerja
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata
pemerintahan dan Perangkat Daerah terkait sesuai format yang telah
ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini, paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata
pemerintahan menyusun laporan hasil pencapaian SPM Daerah untuk
disampaikan Bupati kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal ina
Pembangunan Daerah.

(5) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(6) Format Laporan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Penerapan SPM Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lainnya
yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM dibantu
oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 152)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 2 laret 2023

BUP,g;ﬁ?rl SIKMALAYA

SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 2

SEKRETARIY DAERAH

MOHAMAD ZEN
BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 14




LAMPIRAN

NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

14 TAHUN 2023
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN
DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

belum  menyelesaiakan
pendidikan dasar dan atau
menengah yang
perpartisipasi dalam
pendidikan kesataraan

Tahun  yang  belum
menyelesaikan
pendidikan dasar atau
menengah yang akan
dipenuhi

Dasar Batas Batas
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1  [Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara | 100% Setiap | Jumlah barang, jasa dan| 100% (sesuai dengan| Setiap Indikator mutu minimal}
usia 7-15 tahun yang tahun sumber daya manusia | jumlah anak usia 7-15| tahun layanan dasar berupa
berpartisipasi dalam tahun yang akan jumlah barang, jasa dan|
pendidikan dasar dipenuhi) sumber daya manusia)
. ; sesuai dengan  yang
Rata-r?ta kemampuan. Mepmgl_(at Setiap ditetapkan dalam standar
literasi dan numerasi (dari hasil tahun 5 .
: . teknis pelayanan minimal
siswa berdasarkan hasil |dua tahun bidane pendidikan
Asesmen Nasional sebelu nya angp
2 |Pendidikan Jumlah Warga Negara | 100% Setiap | Jumlah barang, jasa dan| 100% (sesuai dengan| Setiap
Kesetaraan usia 7-18 tahun yang tahun sumber daya manusia | jumlah anak usia 7-18 tahun




Rata-rata kemampuan [Meningkat Setiap
literasi dan numerasa |dari hasil tahun
siswa berdasarkan hasil [dua tahun
Asesmen Nasional sebelum nya
3 |Pendidikan Anak Jumlah Warga Negara usia| 100% Setiap Jumlah barang, jasa dan| 100% (sesuai dengan Setiap tahun
Usia Dini 5-6 tahun yang cahun sumber daya manusia | jumlah anak usia 5-6
berpartisipasi dalam tahun yang akan
pendidikan PAUD dipenuhi
2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan.
Indikator Kinerja Pencapaian
i Jenis Pelayanan Penerima Pelayanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar
0
Dasar Batas Batas
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 Pelayanan Jumlah ibu hamil yang| 100% Setiap | Jumlah barang| 100% (sesuai dengan| Setiap Indikator mutu minimal
kesehatan ibu mendapatkan pelayanan tahun | dan/atau jasa, sumber| jumlah ibu hamil yang | tahun pelayanan dasar berupa
hamil kesehatan daya manusia dan| akan dipenuhi) barang dan/atau jasa,
tata cara pemenuhan sumber daya manusial
: . - dan tata cara pemenuhan|
2 Pelayanan Jumlah ibu bersalin yang| 100% Setiap | Jumlah barang| 100% (sesuai dengan| Setiap — dené)an yang
kesehatan ibu Mendapatkan pelayanan tahun | dan/atau jasa, sumber| jumlah ibu bersalin| tahun ditetapkan dalam standar
bersalin kesehatan :le;ya manusiauhdan yang akan dipenuhi) teknis pemenuhan mutu
A9 SAIR PeHvIuIN elayanan dasar pada)
3 Pelayanan Jumlah bayi baru lahirl 100% Setiap | Jumlah barang 100% (sesuai Setiap gPNi, bidang kesehatgn
kesehatan bayi yang mendapatkan tahun | dan/atau jasa, sumber] dengan jumlah bayi| tahun
baru lahir pelayanan kesehatan daya manusia dan| baru lahir yang akan
tata cara pemenuhan | dipenuhi)




4 Pelayanan Jumlah balita yang 100% Setiap | Jumlah barang 100% (sesuai Setiap
kesehatan Mendapatkan pelayanan tahun | dan/atau jasa, sumber] dengan jumlah tahun
balita kesehatan daya manusia dan| balita yang  akan

tata cara pemenuhan | dipenuhi)

5 Pelayanan Jumlah anak pada usia| 100% Setiap | Jumlah barang 100% (sesuai dengan| Setiap
kesehatan pada pendidikan dasar yang tahun | dan/atau jasa, sumber] jumlah  anak usia tahun
usia pendidikan | mendapatkan pelayanan daya manusia dan| pendidikan dasar yang
dasar kesehatan tata cara pemenuhan | akan dipenuhi)

6 Pelayanan Jumlah Warga Negara/100% Setiap Jumlah barang] 100% (sesuai dengan| Setiap
kesehatan pada usia  produktif yang tahun dan/atau jasa, sumber| jumlah Warga Negara | tahun
usia produktif mendapatkan pelayanan daya manusia dan| usia produktif yang

kesehatan tata cara pemenuhan | akan dipenuhi)

7 Pelayanan Jumlah Warga Negara/100% Setiap Jumiah barang] 100% (sesuai dengan| Setiap
kesehatan pada usia lanjut yang tahun dan/atau jasa, sumber] jumlahWarga Negara | tahun
usia lanjut mendapatkan daya manusia dan| usia lanjut yang

pelayanan kesehatan tata cara pemenuhan | akan dipenuhi)

8 Pelayanan Jumlah Warga Negara/100% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai dengan| Setiap
kesehatan penderita hipertensi usia tahun dan/atau jasa, sumber| jumiah Warga Negara | tahun
penderita 15 tahun ke atas yang daya manusia dan| Penderita hipertensi
hipertensi Mendapatkan pelayanan tata cara pemenuhan | usia 15 tahun ke atas

kesehatan yang akan dipenuhi)

9 Pelayanan Jumlah Warga Negara/100% Setiap Jumlah barang| 100% (sesuai dengan Setiap
kesehatan penderita diabetes tahun dan/atau jasa, sumber] jumlah Warga Negara | tahun
penderita diabetes| melitus usia 15 tahun ke daya manusia dan| penderita diabetes
melitus atas yang mendapatkan tata cara pemenuhan | melitus usia 15 tahun

pelayanan kesehatan ke atas yang akan
dipenuhi)

10 | Pelayanan Jumlah Warga Negara] 100% Setiap | Jumlah barangl 100% (sesuai dengan Setiap
Kesehatan orang | dengan gangguan jiwal tahun | dan/atau jasa, sumber] jumlah Warga Negara | tahun
dengan gangguan | berat yang mendapatkan daya manusia dan| dengan gangguan jiwal
jiwa berat pelayanan kesehatan tata cara pemenuhan | berat  yang  akan

dipenuhi)




11 | Pelayanan Jumlah Warga 100% Setiap | Jumlah barang dan/ 100% (sesuai dengan| Setiap
kesehatan Negara terduga tahun | atau jasa, sumber] jumlah Warga Negara tahun
orang terduga tuberkulosis yang daya manusia dan| terduga tuberkulosis|
tuberkulosis mendapatkan tata cara pemenuhan | yang akan dipenuhi)

pelayanan kesehatan

12 | Pelayanan Jumlah Warga Negara|100% Setiap | Jumlah barang 100% (sesuai dengan| Setiap
kesehatan orang| dengan tahun dan/atau jasa, sumber] jumlah Warga Negara | tahun
dengan risiko| risiko terinfeksi virus daya manusia dan| Dengan resiko|
terinfeksi  virus yang melemahkan daya) tata cara pemenuhan | terinfeksi virus yang
yang melemahkan tahan tubuh melemahkan daya
daya tahan manusia (Human tahan tubuh manusia
tubuhmanusia Immunodeficiency Virus) (Human
(Human yang mendapatkan| Immunodeficiency
Immunodeficiency| pelayanan kesehatan Virus)  yang  akan
Virus) dipenuhi)

. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja Pencapaian

Jenis Pelayanan

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

o Dasar Batas Batas
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian

1 Penyediaan Jumlah Warga Negaral00% Setiap Jumlah barang 100% (sesuai dengan| Setiap Indikator mutu minimal
kebutuhan yang memperoleh tahun dan jasa jumlah Warga Negara] tahun layanan dasar berupa barang
pokok air kebutuhan pokok ain yang memperoleh| dan jasa sesuai dengan yang
minum sehari- | minum sehari- hari kebutuhan pokok air ditetapkan dalam standar

hari minum sehari hari teknis SPM Bidang Pekerjan

yang akan dipenuhi) Umum dan Perumahan|

Rakyat




Penyediaan
pelayanan
pengolahan air
limbah domestik

Jumlah Warga Negara
memperoleh|
layanan pengolahan air

yang

limbah domestik

100%

Setiap
tahun

Jumlah barang
dan jasa

100% (sesuai dengan
jumlah Warga Negara|
yang memperoleh|
layanan pengolahan
air limbah domestik

yang akan dipenuhi)

Setiap

. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Indikator Kinerja Pencapaian

Jenis Pelayanan|

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

L Dasar Batas Batas
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 Penyediaan dan| Jumlah Warga Negara] 100% Setiap Jumlah barang  [100% (sesuai dengan| Setiap Indikator mutu minimal
rehabilitasi korban bencana yang ol , jumlah Warga Negara tah layanan dasar berupa barang
rumah yang| memperoleh rumah| REe dan jasa korban bencana yang un dan jasa sesuai dengan yang
layak huni bagi| layak huni memperoleh  rumah ditetapkan dalam standar|
korban bencana) layak huni yang akan| teknis SPM Bidang
kabupaten /kota dipenuhi) Pekerjan ~ Umum  dan
Perumahan Rakyat
2 | Fasilitasi Jumlah Warga Negaral 100% Setiap Jumiah barang  [100% (sesuai dengan| Setiap
penyediaan yang terkena relokasi . jumlah Warga Negara
rumah yang| akibat program| talm dan jasa yang terkena relokasi b
layak huni bagi| Pemerintah Daerah| akibat program|
masyarakat Kabupaten yang| Pemerintah ~ Daerah)
yang terkena memperoleh  fasilitasi Kabupaten yang|
Relokasi penyediaan rumah yang Memperoleh fasilitasi
program layak huni Penyediaan rumah
Pemerintah yang layak huni yang
Daerah akan dipenuhi)

kabupaten




S. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

Indikator Kinerja Pencapaian
i Jenis Pelayanan Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
Dasar Batas Batas
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 Pelayanan Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang, jasa [100% (sesuai dengan/Setiap Indikator mutu  minimal
ketenteraman yang memperoleh| dan sumber daya  [jumlah Warga Negara layanan dasar berupa barang,
dan ketertiban | layanan  akibat  dari tahun manusia yang memperolehtahun jasa dan sumber daya manusiaj
umum penegakan hukum perda layanan akibat] sesuai dengan yang
dan perkada Kabupaten penegakan hukum| ditetapkan Standar Teknis
perda dan perkada Mutu Pelayanan Dasar Sub
vang akan dipenuhi)

2 [Pelayanan Jumlah Warga Negarall00% Setiap Jumlah barang, jasa|{100% (sesuai dengan(Setiap Urusan Ketenteraman dan|
informasi rawan | yang memperolehl dan sumber daya  [jumlah Warga Negara Ketertiban Umum di provinsi
bencana layanan informasi rawan tahun manusia yang memperolehtahun dan kabupaten.

bencana layanan informasil
rawan bencana yang
akan dipenuhi)

3 |Pelayanan Jumlah Warga Negaral 100%  [Setiap Jumlah barang, jasa|[100% (sesuai dengan(Setiap
pencegahan dan | yang memperoleh dan sumber daya  [jumlah Warga Negara
kesiapsiagaan layanan Pencegahan dan| fabun manusia yang memperolehtalhun
terhadap bencana | kesiapsiagaan terhadap layanan  pencegahan)

bencana dan kesiapsiagaan
terhadap bencana yang
akan dipenuhi)




4  |Pelayanan Jumlah Warga Negaral 100%  [Setiap Jumlah barang, jasa|100% (sesuai dengan/Setiap
penyelamatan dan| yang memperoleh) dan sumber daya  jumlah Warga Negara
evakuasi korban| layanan  penyelamatan| tabun manusia yang memperolehtahun
bencana dan evakuasi korban layanan penyelamatan|

bencana dan evakuasi korban|
bencana yang akan|
dipenuhi)

5 |Pelayanan Jumlah Warga Negarall00% Setiap Jumlah barang, jasa|100% (sesuai dengan|Setiap
penyelamatan dan| yang memperolehl dan sumber daya  jumlah Warga Negara)
evakuasi korban| layanan  penyelamatan tahun manusia yang mernperolehtalhun
lkebakaran dan evakuasi korban layanan penyelamatan|

kebakaran dan evakuasi korban|

lkebakaran yang akan|
dipenuhi)

. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

No

Jenis Pelayanan

Indikator Kinerja Pencapaian

Penerima Layanan Dasar

Mutu Minimal Layanan Dasar

Dasar Batas Batas
Indikator Target waktu Indikator Target waktu Keterangan
capaian capaian
1 |Rehabilitasi sosial [Jumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang, jasa|100% (sesuai dengan| Setiap |berupa jumlah barang, jasa
dasar penyandang [penyandang Disabilitas tahun dan sumber daya  jumlah Warga Negara tah dan sumber daya manusia)
disabilitas terlantar [terlantar yang manusia Penyandang disabilitas M sesuai dengan yang
di luar panti memperoleh rehabilitasi terlantar yang akan ditetapkan dalam standar
sosial di luar panti dipenuhi) teknis pelayanan minimal
2 |Rehabilitasi sosialJumlah anak terlantar] 100% Setiap Jumlah barang, jasa|100% (sesuai dengan| Setiap
dasar anak terlantariyang memperoleh| tahun dan sumber daya  [jumlah anak terlantar| tahun

di luar panti

rehabilitasi sosial di luar]
panti

manusia

yang akan dipenuhi)




Dan paska bencanamemperoleh
bagi korbanperlindungan dan
bencana kabupaten jaminan sosial pada saat
dan setelah tanggap
darurat bencana bagi
orban bencana

lkabupaten yang akan
dipenuhi)

Rehabilitasi sosialJumlah Warga Negaral 100% Setiap Jumlah barang, jasa|100% (sesuai dengan| Setiap
dasar lanjut usiallanjut usia terlantar yang dan sumber daya [jumlah Warga Negara
terlantar di  luarmemperoleh rehabilitasi tahun manusia lanjut usia terlantar tahun
panti sosial di luar panti yang akan dipenuhi)
Rehabilitasi  sosialJumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang, jasa|100% (sesuai dengan| Setiap
dasar tuna sosialigelandangan dan dan sumber daya jumlah Warga Negara
khususnya pengemis yang tahun manusia gelandangan dan tahun
gelandangan  danmemperoleh rehabilitasi pengemis yang akan|
pengemis di luarjsosial dasar tuna sosial dipenuhi)
panti di luar panti
Perlindungan  danJumlah Warga Negara 100% Setiap Jumlah barang, jasa|100% (sesuai dengan| Setiap
jaminan sosialkorban bencana dan sumber daya jumlah Warga Negara

tahun . tahun
padasaat  tanggaplkabupaten yang manusia korban bencanal




B.

Format Tahapan Penerapan SPM

1.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA
PARTISIPASI KABUPATEN

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH
DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN KABUPATEN

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL
BELAJAR KABUPATEN

FORM 1.A4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN
KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN
NUMERASI KABUPATEN

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK
LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA
KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR KABUPATEN

. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN
FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL
LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN

. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN
FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN
KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN

. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM
PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN]

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN
FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM
PENDIDIKAN

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN

FORM 2.A.1 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN
DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

FORM 2.A.2 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KESEHATAN

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN,
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN
PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANANDASAR
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAH
UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KESEHATAN

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN
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FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN
DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN
E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)
FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM
A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM
FORM 3.A.1 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN KABUPATEN
FORM 3.A.2 KONDISI SPALD KABUPATEN
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM
FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPATEN
FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM
FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN
FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN
UMUM
FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN
FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN
E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)
FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM
KABUPATEN
FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN
BENCANA KABUPATEN
FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI
RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN
FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
BENCANA KABUPATEN
2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH
FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG
MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN
FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN
FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN
FORM 4.A.6 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH
KABUPATEN (<10 HA)
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FORM 4.A.7 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN
FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA
BENCANA KABUPATEN
2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BACGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH
FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN
FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT
1) PE NYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN
2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH
FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN
RAKYAT
1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA
FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN TAHUN-N
2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH

FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN-N
E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)
FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN
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V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS
1) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)
A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM
FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50
METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA
FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS
UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50
METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA
FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN
PERDA/PERKADA
FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP,
PPNS,SATLINMAS)
FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN
DITEGAKKAN
FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK
AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM
RADIUS 0-50 METER
FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA
NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
TRANTIBUM
FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA
LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM
FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP
FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN
KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS,
SATLINMAS
FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN
PRASARANA SATPOL PP
FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAANKEBUTUHAN
PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG
TERKENA DAMPAK
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
TRANTIBUM
FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM
TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN
KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN
FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN
FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
KABUPATEN
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D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM
FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN
ASET WARGA NEGARA KABUPATEN
FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA KABUPATEN
FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP KABUPATEN
E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)
FORM S5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

3)

(DAMKAR)
A.PENGUMPULAN DATA DAMKAR
FORM 5.A.1 PENDATAAN SPM DAMKAR KABUPATEN
FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN
FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
KEBAKARAN KABUPATEN
B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
DAMKAR
FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN
KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT
FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN
FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI
FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/
RELAWAN KEBAKARAN
FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI
PASCA KEBAKARAN
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
DAMKAR
FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN DASAR
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR
FORM 5.D.1 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN
E. CAPAIAN TARGET SPM DAMKAR (REKAPAN)
FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM
TRANTIBUMLINMAS - SUB URUSAN BENCANA
A.PENGUMPULAN DATA BENCANA
FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI
KAWASAN RAWAN BENCANA
FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU
WARGA NEGAR
FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA
BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA
FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI
KAWASAN RAWAN BENCANA
FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN
DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI
PENUGASAN
FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH
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FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG
OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK
PENGUNGSIAN
FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP
KEJADIAN BENCANA)
FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (DIISI DAN
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP
DARURAT BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI
SETIAP KEJADIAN BENCANA)
FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (DIISI DAN
DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BENCANA
FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN
INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
BENCANA
FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP
KEJADIAN BENCANA)
C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BENCANA
FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA
PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI
RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
KORBAN BENCANA
D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA
FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
BENCANA
FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN
BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP
KEJADIAN BENCANA)
E. CAPAIAN TARGET SPM BENCANA (REKAPAN)
FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM
SUB-URUSAN BENCANA
FORM 5.E.2 REKAPITULASI KONERJA TAHUNAN SPM SUB-
URUSAN BENCANA
FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-
URUSAN BENCANA

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL
FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR,
ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN
GELANDANGAN PENGEMIS
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FORM 6.A.2 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA
MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)

FORM 6.A.3 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN
PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH
KABUPATEN

. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

SOSIAL

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM
PANTI

FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM
PANTI

FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG
TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM
PANTI

FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI
DALAM PANTI

FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN
BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

FORM 6.C.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAR
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA
TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN)

FORM 6.D.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL
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FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI KABUPATEN
KABUPATEN:
ANGKA PARTISTPAST MURNT ANGKA PARTISIPASI KASAR |ANGIKA PARTISIPAST SEKOLAH ANAKPERBANDINGAN APS ANAK USTA 56
(APM) PENDIDIKAN ANAK USIA| ANGKA PARTISIPAST KASAR (APK) (APK) USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN TAHUN KUINTTL. TERENDAH
DINI/RA/ SEDERAJAT SD/MI/PAKET A SMP/MTS/PAKET B. DENGAN APS ANAK USIA 5-6
TAHUN KUINTIL TERTINGGI
PROPORSI ANAK
JUMLAH ANAK :
JUMLAH JUMLAT JUMLAH ANAK USTA 13 (TIGA | 1101 A ANAK |JUMLAH ANAK USTA| USTA 5.6 TAHON | oo VANG. O
DK USTA 5-6| ANAK USTA 56 | WANG | USTA 7 iy |JUMGAT ANAK) BECAS SIVEATIGSIA 7 MUIUH)| 7 TUJUH) SAMPAT YANG BERPARTISTPASI
JENIS TAHUN‘YAI\‘IG TAHIJN‘PAISA BERQFEK(;LAH SAMPAT DENGAN BERSEK(;LAH {LH\;IA %ELA‘S\ SAMPAT DENGAN 15 (LIMA | BERPARTISIPASI PADA PAUD
No| PELAYANAN | “yeneictrmr | - KAB/KOTA. | DI JENJANG | 12 MUA BELAS) | 5ot ™ | maHUN PADA | DENGAN 15 BELASI TAHUN PADA PAUD FORMAL DAN
DASAR PAUD FORMAL YANG SD/MI/PAKE TAHUN PADA SMP/MTS/PA KAR/KOTA (.TMA BELAS) PADA KAB/KOTA FORMAL DAN NONFORMAL
DT Eanadgiaor | SPPREHR ppian pae | SVERTRITY) KRR TN | s | ACUOOML | DAREUNIT,
FORMAL AN RERSAN QIUTA TERENDAH | KAB/KOTA YANG
BERSANGKUTAN
1 2 3 4 5 6 /d 8 9 10 11 12
Pendidikan
Anak Usia
1 |Dini
g‘K /RA/BA/
Pendidikan
Nasar (SD/
2|M1/ SMP/
MTS/
Kesetaraan)
- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemendikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemendikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek
KETERANGAN:
Kolom 1 Nomor urut
Kolom 2 Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
Kolom 3 Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non formal
Kolom 4 Jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan
Kolom 5 Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A
Kolom 6 jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
Kolom 7 Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTS/Paket B
Kolom 8 jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
Kolom 9 jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah
Kolom 10 jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
Kolom 11 Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil terendah
Kolom 12 proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil tertinggi pada kab/kota yang bersangkutan
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FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN
KABUPATEN:
KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK
SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH |PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG INDEKS DISTRIBUSI GURU
PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/ (SD/SMP/ KESETARAAN)
PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU PENILIK (PAUD /SD/SMP/KESETARAAN).
NO JENIS PELAYANAN (PAUD /SD/SMP/KESETARAAN)
DASAR JUMLAH FORMASI JUMLAH LULUSAN PROGRAM JUMLAH LULUSAN
JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG GURU PENGGERAK DI PROGRAM GURU INDEKS INDEKS DISTRIBUSI
GURU ASN YANG DIBUTUHKAN KAB /KOTA YANG DIANGKAT PENGGERAK DI DISTRIBUSI GURU" /6 TAHUN N-1
DIAJUKAN BERDASARKAN DATA |MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN KOTA TERSEB TAHUN N 3
DARI PENGAWAS SEKOLAH KAB/ Ut
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Pendidikan Anak Usia Dini

2

Pendidikan Dasar

(SD/SMP/Kesetaraan)

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari Kemdikbudristek

- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota tersebut bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N bersumber dari Kemdikbudristek

- Indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek

- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 Nomor urut

Kolom 2 Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 Jumlah formasi guru ASN yang diajukan

Kolom 4 Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbudristek

Kolom 5 Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
Kolom 6 Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota

Kolom 7 Indeks distribusi guru tahun N

Kolom 8 Indeks distribusi guru tahun N-1
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FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KABUPATEN
KABUPATEN
KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/
Kesetaraan) Kesetaraan)
JENIS RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N RATA-RATA NILAI NUMERASI
EMUA PESERTA ‘ . TAHUN P ‘
NO|  PELAYANAN : RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1| - HON N SEMUA PESERTA RATA-RATA NILAI NUMERASI
DASAR ASESMEN NASIONAL DIKURANGI ASESMEN NASIONAL DIKURANGI
SEMUA PESERTA ‘ TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 AN NASIOTREAR, RATA-RATA NILAI NUMERASI AT MRS
SEMUA PESERTA TAHUN N-1 SEMUA PESERTA
ASESMEN NASIONAL ASESMEN NASIONAL
1 2 3 7 5 6
Pendidikan Dasar
1 |(SD/ MI/ SMP/
MTS/
Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek

Nilai literasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
Nilai numerasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
Nilai numerasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek

- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 Nomor urut

Kolom 2 Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
Kolom 4 Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 5 Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
Kolom 6 Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional




FORM 1.A4

KABUPATEN:
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REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI KABUPATEN

PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA
PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
(SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)

PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA
KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI
KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL
EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/

PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA
PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/

PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA
KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA
DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH

DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/

SMP/ MTS/ Kesetaraan) Kesetaraan) Kesetaraan)
NO|  JENIS RATA-RATA SKOR | RATA-RATA SKOR RATA-RATA SKOR RATA-RATA SKOR
PELAYANAN LITERASI PESERTA | LITERASI PESERTA | RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA | NUMERASI PESERTA
DASAR RATA-RATA SKOR | RATA-RATA SKOR DIDIK DARI DIDIK DARI NUMERASI RATA-RATA SKOR |DIDIK DARI KELUARGA |DIDIK DARI KELUARGA
LITERASI PESERTA | LITERASIPESERTA | KELUARGA DENGAN |KELUARGA DENGAN| ppSERTA DIDIK | NUMERASI PESERTA | DENGAN STATUS DENGAN STATUS
DIDIK LAKI LAKI DIDIK PEREMPUAN STATUS SOSIAL STATUS SOSIAL LAKI LAKI DIDIK PEREMPUAN SOSIAL EKONOMI SOSIAL EKONOMI
BERDASARKAN BERDASARKAN EKONOMIRENDAH | EKONOMITINGGI | BERDASARKAN BERDASARKAN RENDAH TINGGI
ASESMEN NASIONAL| ASESMEN NASIONAL | BERDASARKAN —IBERDASARKAN ASESMEN ASESMEN NASIONAL BERDASARKAN BERDASARKAN
ASESMEN NASIONAL ASESMEN NASIONAL ASESMEN NASIONAL ASESMEN
NASIONAL NASIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pendidikan
Dasar (SD/
1 [MI/ SMP/ MTS/
Kesetaraan)

- skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari Kemdikbudristek

KETERANGAN:
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10

: Nomor urut

: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

: rata-rata skor literasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional

: rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasionai

skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari Kemdikbudristek
skor numerasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

: rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
: rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

: rata-rata skor numerasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional

: rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
: rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
: rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional
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FORM 1.A.5  REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USI DINI (PAUD) KABUPATEN
KABUPATEN:
PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD | pERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN
YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B S1/DIV RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD
JENIS
JUMLAH SATUAN JUMLAH JUMLAH PENGAWAS
PERSENTASE PERSENTA
NO PE&)‘;‘;ﬁAN PAUD YANG KESELURUHAN SATUAN PR M0E | PRI PiEUD SEKOLAH UNTUK TK
MENDAPATKAN PAUD YANG TELAH DENGAN SIDV | DENGAN sinpy | DITAMBAH JUMLAH [JUMLAH SATUAN PAUD
AKREDITASI MINIMAL DIAKREDITASI DI o Reie BT PENILIK PAUD
B KAB /KOTA TERSEBUT NONFORMAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Pendidikan
1 Anak Usia
Dini

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8

: Nomor urut

Jumlah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
Jumlah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

: Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B

: Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di kab/kota tersebut
: Persentase pendidik PAUD dengan S1 /DIV pada tahun N

: Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N-1

: Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal

: Jumlah satuan PAUD
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FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR KABUPATEN
KABUPATEN:
INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/
MTS/ Kesctarazn) ( INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN
PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)
NO JENIS PELAYANAN INDEKS IKLIM
DASAR INDEKS IKLIM KEAMANAN | INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- | - INDEKS IKLIM KEBINEKAAN KEBINEKAAN DAN
RATA-RATA SATUAN PENDIDIK AN RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA | DAN INKLUSIVITAS RATA RATA | INKLUSIVITAS RATA-RATA
BAn A TR TAHUN N-1 BERDASARKAN SATUAN PENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA
ASESMEN NASIONAL PADATAHUN N TAHUN N-1 BERDASARKAN
ASESMEN NASIONAL
1 2 3 4 5 6
1 |Pendidikan Dasar (SD/
M1/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)

Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

: Nomor urut

: Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
: Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N

: indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

: Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan pada tahun N

: indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas ratarata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
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FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN

KABUPATEN:
NO [PROGRAM |OUTCOME [KEGIATAN SUB KEGIATAN iy sATUAN|KEBUTUKETERSE SELISIH | HARGA | KTV
(OUTPUT) HAN DIAAN (+/-) SATUAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-9 11 12
1 |[Program SPM openduduk usia S[Kegiatan Pendataan anak usia dini untuk keperluan 1 [Tersedianya data Peserta didik
Pendidikan Anak [- 6 tahun emenuhan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan
[Usia ayanan dasar untuk anak usia 5 (lima) fahun sampai dengan
Dini SPM PAUD 6 (enam) tahun
¢ az : Terselenggaranya [Kegiatan
IPenyelenggaraan sosialisasi pentingnya v
pendidikagn anak usia dini kegada masyarakat sosialisasi
paling sedikit 2 (dua) kali per tahun
Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada [3  [012Ya bantuan pendidikan Peserta didik
Peserta Didik dari keluarga tidak mampu ajar
guindaga(t laym;aél aling sedikit 1 (satu) kali
alam 6 (enam) bulan
Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini (4 Peserta didik
paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak Peserta didik terlayani
usia dini di setiap desa
Penyediaan layanan pendidikan di wilayah |5 soga, . |Peserta didik
vang kekurangan da)?a tampung Peserta didik terlayani
[Penyediaan layanan pendidikan di wilayah [Peserta didik
yang ditetapkan sebgFai daerah terdepan, 6 |Peserta didik terlayani
[terluar, dan tertingg
egiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan | || Srselenggaranya Kegiatan
E‘jﬁ%ﬂu%an pendidikan anak usia dini paplingg sedikit 1 1 [pendampingan
em:el?ast a:; (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
ayanan [Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam i
satuan wadah berbasis komunitaspuntuk . 3 Tersclenggaranya et
meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1| ~ [Kegiatan pelatihan/
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan seminar/ lokakarya
Sosialisasi kepada satuan pendidikan 3 |Terselenggaranya [Kegiatan
imengenai kualitas layanan pendidikan anak Sosialisasi
usia dini yang dil n paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 %satu) tahun ajaran
; : s |[Kegiatan
Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan Tersclenggaranya g
prasarana satuan pendidikan secara periodik gggnerll;snaaslgrl;gm(lj]s1
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 @atu) tahun gun aidan
. [prasarana
Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi 5 Terselenggaranya [Kegiatan
arana dan prasarana satuan pendidikan yang pemeliharaan dan
Fusak perbaikan
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KEBUTU|KETERSE [SELISIH | HARGA | KEBUTU
NO [PROGRAM |OUTCOME |KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN .
KELUARAN HAN | DIAAN | (+-) | SATUAN | AN
(OUTPUT) BIAYA
1 2 3 4 5] 6 7 8 9 10=8-9 11 12
iuerrnl]lggu;l:rlxldidik Pemetaan dan penataan penempatan untuk | [ersedionysdata r{;ir;%l;i H dan
dan tenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
kependi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
Pendistribusian pendidik dan tenaga 2 |Distribusi pendidi k dan ~ [Pendidik dan
kependidikan yang berkualitas untuk tenaga kependidikan I}genaga -
pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan ependidikan
Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan : .
kete%xt{mn peraturan perundang-undangan 3 |Ajuan formasi guru Guru
Penyediaan guru pembimbing khusus gal_ing 4 |Penempatan guru Kegiatan
sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan Eﬁmblmbmg
lyang menyelenggar pendidikan inklusif usus
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan |5 [Penempatan kepala [Kegiatan
calon kelgala sekolah/lulusan guru penggerak sekolah
sebagai kepala sekolah
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Penempatan peng awas  [Kegiatan
calon pengawas sekolah/lulusan guru sekolah
penggerak sebagai pengawas sekolah
emetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah i engawas atau
gt_ag penilik untuk satuan pendidiﬁan anak usia s penilik
ini
Pemenuhan 1 [Peningkatan kualifikasi dan kompetensi ba 1 |Peningkatan kualifikasi |[Kegiatan
kualitas pendidik pendidik dan tenaga kependidikan yang belum dan kompetensi pendidik
dan tenaga imemenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dan tenaga
kependidikan dipersyaratkan kepend%lkan
Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam |2 |Beasiswa ata bantuan  [Pendidik dan
ipeningkatan kualifikasi dan kompetensi biaya pendidikan enaga =
pendidik dan tenaga kependidikan ependidikan
asilitasi kepala sekolah atau guru yang belum i
memiliki sertifikat guru peng z(%arak un p Kepala sekolah atau guru Regmian
mengikut‘i( pendidikan dan pelatihan guru mengikuti pelatihan
nencoera
. : : : Tersedianya data Peserta didik
Program SPM . egiatan Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai
2 |Pendidikan %ﬁ’g‘}gﬁgﬁk Ul e enihiat dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak
Dasar ayanan bersekolah
' Bantuan biaya pendidikan |Peserta didik
I%IDI‘/ ggk/zﬂ Pemberian biaya pendidikan kepada peserta b

A /Paket B)

didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
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; KEBUTU
NO PROGRAM |OUTCOME |KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN SATUAN KEBUTUIKETERSE, BELISIH | HARGA HAN
HAN DIAAN (+/-) SATUAN BIAYA
(OUTPUT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-9 11 12
i:ﬁ:ﬁ%gildidik Pemetaan dan penataan penempatan untuk (1 [Tersedianya data ei‘;dglglk R
ldan tenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan I}(ependidikan
[kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

2 |Pendistribusian pendidik dan tenaga 2 [Distribusi pendidi k dan  [Pendidik dan
lkependidikan yang berkualitas untuk fenaga kependidikan tenaga =
Ipemerataan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan : 2
3 kete%ltjuan peraturan perundang-undangan 3 {Ajuan formasi guru Guru
4 [Penyediaan guru pembimbing khusus paling 4 [Penempatan guru g(egiatan
sedikit 1 (satu) oranﬁ(pada satuan pendidikan Egmblmbmg
lyang menyelenggarakan pendidikan inklusif usus
5 [Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan |5 [Penempatan kepala Kegiatan
calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sekol
|sebagai kepala sekolah
Penempatan Iulusan pendidikan dan pelatihan IPenempatan peng awas  |Kegiatan
6 |calon pengawas sekolah/lulusan guru g [sekolah
penggerak sebagai pengawas sekolah
7 [Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah|7 [Tersedianya data Pen ?l‘(”as atau
3t_ag penilik untuk satuan pendidikan anak usia pentli
ini
Pemenuhan 1 [Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi |1 |peningkatan kualifikasi |[Kegiatan
kualitas pendidik | [pendidik dan tenaga kependidikan yang belim dan kglllcli;)etensi pendidik
ldan tenaga memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dan tenaga
kependidikan dipersyaratian kependidikan
sige t <
2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam 2 bii‘;sa‘sp”gﬁgi‘f(?ﬁ“ tuan te%‘;qg‘f e
pemqgl_(atan kualifikasi dan kompetensi kependidikan
pendidik dan tenaga kependidikan
3 [Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum [3 Kegiatan
memiliki sertifikat guru penggerak untuk Kepala sekolah atau guru
imengikuti pendidikan dan pelatihan guru mengikuti pelatihan
penggerak
‘ : : . : Tersedianya data Peserta didik
Program SPM ;. [Kegiatan [Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai
2 Pen%ridikan ?{ﬁgntggﬁgk s g];emenuhan 1 |dengan 15 (lima belas) tahun yang ti 1
Dasar layanan Ibersekolah
antuan biaya pendidikan [Peserta didik
SE/[]')[/E/I\]/)?@? ) [Pemberian biaya pendidikan kepada peserta |,
A /Paket B) didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
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KEBUTU
NO [PROGRAM [OUTCOME  |KEGIATAN SUB KEGIATAN S SATUAN [<EBUTUIKETERSE SEL(IE/I_I){ RO | HAN
(OUTPUT) BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8-9 11 12
Penyediaan guru pembimbing khusus paling (*  [Fenempatan guru Kegiatan
sedﬁ[(it 1 (satu) orang pada satuan pel}&)ldikgn embimbing
lyang menyelenggarakan pendidikan inklusif usus
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan enempatan kepa Ia |Kegiatan
calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sekolah
lsebagai kepala sekolah
Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan Penempatan peng awas egiatan
calon p%ngawas sgkorl)ah/lulusan guru sekolah P(
penggerak sebagai pengawas sekolah
IPemetaan kecukupan jumlah pengawas Tersedianya data Pengawas
sekolah untuk satuan pendidikan
emenuhan 1 eningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi B : : i
alitas pendidik pendigilic dan tenaga k?endidikan yang beﬁxm E;nml’(‘%‘ggglgga&ﬁrﬁﬁll " [Kegiatan
dan teg:a ?(an gl_emenuhlﬂlz'uahf asi dan kompetensi yang {an tenaga
ependidik ipersyaratkan ;
(SD/SMP/Pa ke PErsy kependidikan
A/Paket 2 |Pemberian beasiswa atau bantuan biaya Beasiswa atau bantuan  [Pendidik dan
B) Kendidikan_ dalam peningkatan kualifikasi dan | [biaya pendidikan tenaga
ompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan
asilitasi kepala sekolah atau guru yang beltim i
memiliki _ser'iiﬁl.(at guru penggerak untgk Kepala sekolah atau guru Reginim
mengikuti pendidikan dan pelatihan guru mengikuti pelatihan
enggerak
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan koloim 9)
Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan koiom 11
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FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN
KABUPATEN:

TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN
NO JUMLAH ALOKASI  [SUMBER 2020 2021 2022 2009 2024 KONDISI AKHIR 2024
PROGRAM OUTCOME KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN (OUTPUT) SATUAN SASARAN  |ANGGARAN DANA ARG A TARGA A TiARGA ARGA
[PEMENUHAN v ¥
@019) @09) frarcer PATUAN ey )TARGET Famar oay  frarcer PATAN fury  frarcer PATUAN Wmy  rarcer SATUAN foura
fi 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26
1 % v 1 |Tersedianya Data Peserta
g{’ohgdm [penduduk usia 5 - | egiatan IPendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi ididik
Pendidikan 6 tahun [pemenuhan layanan [kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 3
U:ri.a Ding Anak ldasar SPM PAUD |tima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
|Terselenggaranya Kegiatan
|[Penyelenggaraan sosialisasi pcnnngnya pendidikan Sosialisasi
lanak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua)
lkali per tahun
[Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta 3 Biaya bantuan pendidikan f;csgna
Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat idik
llayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam)
bulan
4 [Peserta didik terlayani Peserta
Penyedxaan layanan pendidikan anak usia dini paling didik
Isedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di
Isetiap desa
5
IPenyediaan layanan pendidikan di wilayah yang " s . Peserta
lkekurangan daya tampung Peserta didik terlayani ldidik
6 [Peserta didik terlayani [Peserta
[Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang didik
dxtetapka.n sebagai daerah terdepan, teriuar, dan
ftertinggal
[Kegiatan [Pemberian layanan pendampi . 1 [Terselenggaranya Kegiatan
pendampingan bagi satuan >
jPemcontin Ipendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali pendampingan
dalam
jdan 6 (cnam) bulan
I:::]zn Fasilitasi pertemuan gurw/pendidik dalam k::;dzh 2 Ecc';g;lmv o Kegiatan
layanan paling sedikit | (satu) kali dalam 6 (cnam) [pelatibanseinica
pulan lokakarva
3 ’ l' ‘erselenggaranya Kegiatan
Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai Sosialisasi
lkualitas layanan pendidikan anak usia dini yang
idilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun ajaran
b B o T 4 Tersclg:‘nggaranya Kegiatan
isi ¢
satuan pendidikan secara penod:k paling sedikit 1 kondisi
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun sarana dan
15 brecsil Kegiatan
[Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana e LSEATEIYa
|dan prasarana satuan pendidikan yang rusak Pem‘ e!nhamanl dan
1 Tersedianya Data
Pendidik
. IP: dan p untuk p idan
[Pemenuhan jumlah didik dan ter ik
o naga kepcndx paling sedikit 1 ltenaga
pendidik dan tenaga | 00 N o T (sato)tahun kependi
idikan
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TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN
INo JUMLAH ALOKAST  [SUMBER 2020 2021 2022 203 2024 KONDIS! AKHIR 2024
PROGRAM OUTCOME KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN (OUTPUT) SATUAN [ SASIRAN  |ancGarax DANA FARGA [ARGA AARGA FARGA. [TARGA
(2019) @o19) [TARGET s,"‘;;‘f\‘)‘" QA)  [TARGET ilAJTTL,;) N fovray  frarceT Sj‘l\}}”\‘)"" oUta)  [TARGET [ ;l‘,'l}'i')“" JUTA)  [FARGET “J"}Tl‘/’\’)\"‘ JUPA)
1 2 3 4 S 6 7 8 2 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 2 24 25 26
lkependidikan 2 Distribusi Pendidik
Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan dan
vang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan [tenaga
ltenaga kependidikan (kependi
dikan
3 IGuru
Pengajuan formasi guru A§N sesuai dengan JAjuan formasi gura
Pencmpatan guru Kegiatan
IPenyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 [pembimbing
(satu) orang pada satuan pendidikan yang khusus
Imenyelenggarakan pendidikan inklusif
5 [Pencmpatan kepala sckolah [Kegiatan
IPenempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon
lkepala sekolal/lulusan guru penggerak sebagai kepala)
lsekolah
6 Penempatan Kegiatan
IPenempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon P
sekolah/lulusan guru penggerak sebagai 'sckolah
[pengawas sckolah
7 |Tersedianya data
|Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau Pengawa s atau,
|penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini |penilik
[Pemenuhan 1 Peningkatan Kegiatan
kualitas [Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik] [kompetensi
ipendidik |dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi
dan tenaga lkualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
lkependidika
n
2 Beasiswa atau bantuan >
. bi idikan Pendidik
easiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam 2y peads [dan
ipeningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan ltenaga
ltenaga kependidikan kependi
dikan
3 Kegiatan
10. Fasilitasi ki sckolah atau guru yang belum ’
imemiliki semﬁcfm guru penggerak untuk Kepala sckolah atau guru
[pendidikan dan pelatihan guru penggerak LP
» |Tersedianya Data  Peserta
2 g?’ﬁm % Kﬁmn [Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan || ididik
[Pendidikan penduduk usia 7- [layanan dasar 15 (tima belas) tahun yang tidak bersckolah
Dasar 15 tahun |SPM
ono
¢ 5o . o
|A/Paket B) ombetian b’?ﬂgﬁﬁﬁﬂfﬁcm Didik 1y IBantuan biaya pendidikan |, dikp“m“
3
Pe‘nyediaan haa);?;an pendidikan di wilayah yang Peserta didik terlayani didikl’eserta
4 |Pescrta didik terlayani Peserta
[Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang \didik
(ditetapkan scbagai daerah terdepan, terluar, dan
ftertinggal
1 Tersclenggaranya Unit
L’ue;enuhan [Pembentukan komunitas belajar dan memastikan i
o = kepala sckolah, dan pengawas sckolah terlibat ibelajar las
F&dalam komunitas tersebut
[pemerataan
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pendidik

ldan tenaga kependidikan yang belum memenuhi

"TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAY ANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN
il ] Janan ALOKASI  [SUMBER 2020 2021 2022 2023 2024 KONDIST AKHIR 2024
PROGRAM QUICOME KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN (OUTPUT) SATUAN [ o . [ANGGARAN DANA HARGA [HARGA FARGA ARGA —HARGA
019 (2019) TARTGE ATUA oy TARQIF [SATUA SA) TARG_ll_S SATUA  lnyy TARgE SATUA Loy 'rARuTt x;l\;rt'v\,;n A
JUTA) JUTA). JUTA) JUTA)
2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
thasil belajar| ihan/ / lokakarya komp erselenggaranya Kegiatan
peslem a kcpala sekolah dan guru latihan/semi 8
IDidik i
SD/SMP/M llokakarya
I/MTs/Pake t
|A/Paket B)
[Pemenuban [Fersclenggaranya Kegiatan
lkualitas [Pemberian layarian pendampmgan kcpada satuan [pendampingan
pendldxkan untuk
merataan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (caam)
yanan lbu
SD/SMP/M
I/MTs/Pake 1 [Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling [Terselenggaranya Kegiatan
|A/Paket B) Isedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pemeriksaan
lkondisi
lbangunan sarana dan
Kegiatan
Perbaikan  terhadap  kondisi  bangunan  satuan| [Terselenggaranya
pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat [Pemeliharaan dan perbaikan
[Tersel . Kegiat
Sosialisasi kepada satuan pendidikan N s cEam
pemngkatan kualltas Ia)anan terl]l:asuk penungnya
untul
idiskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama,
jsuku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling
lsedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran
[Pemenuhan |Tersedianya Data Pendidik
iumlah 1 danp untuk pemerataan dan
lpendidik pendidik dan tenaga kependldlkan paling sedikit 1 tenaga
dan tenaga satu) kali dalam I (satu) tahun kependi
didika dik:
SD/SMP/P Distribusi Pendidik
laket IPendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan dan
|A/Paket B) lvang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan ltenaga
tenaga kependidikan kependi
'(_i!kan
Guru
IPengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan : .
lperaturan perundang-undangan |Ajuan formasi guru
Penempatan guru Kegiatan
[Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 pembimbing
satu) orang pada satuan pendidikan yang khusus
Imenyelenggarakan pendidikan inklusif
|Penempatan Kegiatan
IPenempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon
lkepala sekolah/lulusan guru penggerak scbagai kepala
lsckolah
[Pencmpatan [Kegiatan
IPenempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon
pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai
Ipengawas sckolah
Tersedianya data IPengawa
[Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk u
lsatuan pendidikan
Peningkatan Kegiatan
ﬁ:ﬁ:s““‘“‘ Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik [, ~ fcompetensi
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TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN
JUMLAR ALOKAST [ 2020 2021 2022 203 2024
PROGRAM OUTCOME KEGIATAN SUB KEGIATAN KELUARAN (OUTPUT) SATUAN [ SASARAN  |aNGGARAN N ARGA TAARGA TARGA [[ARGA KONDISI AKHIR 2024
(2019) @019) ARGET sﬁ.‘;‘_{s‘-" qA)  [TARGET sﬁ‘}%‘“ QU'A)  |TARGET SETTUA')‘N Uta) [TARGT SJQIrUA\')\N iUta)  [TARGET arase Jora
(JUTA)
2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 24 28 26
idan tenaga
kependidikan ifikasi ; .
ifikasi kompetensi yan;
(SD/SMP/P kualifikasi dan komp yang dipersyaratkan
laket - —
A/Paket B) 2 [Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan |2 [Beasiswa atau bantuan Pendidik
ldalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi lbiaya pendidikan dan
pendidik dan tenaga kependidikan tenaga
3 Fasilitasi 3 Kegiatan
asilitasi kepala sekolah atau guru yang belum g
imemiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti ,l:ﬁa’fkﬁmkl’:ﬁm‘ sund
lpendidikan dan pelatihan guru penggerak gikuti pe

Kolom 1 Diisi dengan nomor uru

Kolom 2 Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 Diisi  dengan outcome program pemenuhan SPM

Kolom4  Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 Diisi  dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 Diisi  dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan

Kolom 7 Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019

Kolom 9 Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran

Kolom 10  Diisi dengan sumber dana

Kolom 11  Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020

Kolom 12 Diisi dengan harga satuan tahun 2020

Kolom 13  Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10

Kolom 14  Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021

Kolom 15  Diisi dengan harga satuan tahun 2021

Kolom 16  Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13

Kolom 17  Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022

Kolom 18 Diisi dengan harga satuan tahun 2022

Kolom 19  Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16

Kolom 20 Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023

Kolom21 Diisi dengan harga satuan tahun 2023

Kolom 22 Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19

Kolom 23 Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024

Kolom24 Diisi dengan harga satuan tahun 2024

Kolom25 Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22

Kolom 26 Diisi dengan kondisi akhir tahun 2
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FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN KABUPATEN

TARGET REALISASI CAPAIAN (%) SUMBER
No KELUARAN (OUTPUT) SATUAN VOLUME KEUANGAN DANA  PERMASALA | oo 1yg)
Rp VOLUME Rp FISIK HAN
1 2 3 d S 6 7 8 9 10 11 12
L e X X . X Peserta didik
1 Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai
[dengan 6 (enam) tahun
2 [Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat Kegiatan
3 : . _ < _— Peserta didik
Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (PAUD)
4 [Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD) Peserta didik
5 [jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD) [Peserta didik
Peserta didik
6 umlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapk bagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (PAUD)
7  Pumlah pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini [Kegiatan
Kegiatan
g [Jumlah kegiatan pelatihan/seminar/
llokakarya guru/pendidik dalam wadah berbasis itas untuk ingkatkan kualitas layanan (PAUD)
9 Kegiatan
Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)
10 [umlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (PAUD) [Kegiatan
[Kegiatan
11 |jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang nisak (PAUD)
12 Pumlah data p dan p p ) untuk p pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) Pendidik dan tenaga kependidikan
13
Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) [Pendidik dan tenaga kependidikan
14 Gurn
Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ket p in perundang-undangan (PAUD)
15 |Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD) |Kegiatan
Kegiatan
16 [lumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)
17 lrumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Kegiatan
PAUD)
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TARGET REALISASI CAPAIAN (%) SUMBER
No KELUARAN (OUTPUT) SATUAN VOLUME KEUANGAN | DANA  [PERMASALA I
IVOLUME Rp FISIK HAN i
|Pengawas atau penilik
18  jumlah data p kecukupan jumlah peng; kolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)
19 [Kegiatan
Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan
kompetensi yang dipersy (PAUD)
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan - L
20
kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) etk dicpsuai kopSeidiian
21 |Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD) Kegiatan
Peserta didik
22 [Jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah
Peserta didik
23 [Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)
Peseita didik
24 |Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kel daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)
25 Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan teriinggal (SD/ M/ Peserta didik
SMP/ MTS/ Kesetaraan)
26 [Jumlah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan) Unit komunitas
27 Jumlah pelatihan/seminar/ Kegiatan
lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan) &
[Kegiatan
28 |Jumah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk gah perund kel pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan)
29 |Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bang sarana dan pr (SD/ SMP/ Kesetaraan) Kegiatan
130 jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kegiatan
Kesetaraan)
|Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan [Kegiatan
31 |kebinckaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan biidaya kepada satuan pendidikan
SD/ SMP/ Kesetaraan)
32 {Jumlah data p dan p p patan untuk p pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)  [Pendidik dan tenaga kependidikan
3 Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ R
SMP/ Kesetaraan)
34  [jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan peraturan perundang-und: (SD/ SMP/ K ) Gura
35 |Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan) [Kegiatani
@~
S
~ \E}, ..
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KELUARAN (OUTPUT)

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

'VOLUME

VOLUME Rp

FISIK

[KEUANGAN

SUMBER
DANA

PERMASALA
HAN

SOLUSI

36

lJumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatilian calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/
SMP/ Kesetaraan)

[Kegiatan

37

Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatian calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sckolah
(SD/ SMP/ Kesetaraan)

Kegiatau

38

Jumlah data p kecukupan jumlah peng kolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/
Kesetaraan)

IPengawas atau penilik

39

Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenulii kualifikasi dan
kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)

Kegiatan

40

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan
lkompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetataan)

Pendidik dan tenaga kependidikan

41

Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)

{Kegiatan

KETERANGAN:

Kolom 1 Nomor urut

Kolom 2 Keluaran (output)

Kolom 3 Satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 8 Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 9 Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 10 Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan
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FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND) CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR
No. | JENIDLAYANAN ey JUMLAH SISWA CAot™ | KATEGORI
USIA SEKOLAH BERSEKOLAH/ CAPATAN (%) TARGET REALISASI | CAPAIAN (%)
T AMAT
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukcapil
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM
Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%
Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar
teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikaiikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
Kolom 10  : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)
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FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN

MUTU PENDIDIKAN PENERIMA MANFAAT PARTISIPASI PESERTA DIDIK HASIL
NO.| JENIS LAYANAN DASAR ~ PENCAPAIAN
SATUAN pENDIDIK | PERLENGKAP ANDASAR |1y i 56 [UMUR7-15 [UMUR7-15 | UMUR5-6 | UMUR7-15 | UMUR7-15 SPM
PENDIDIKAN
; 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12
. Pendidikan Anak Usia Dini
2 |Pendidikan Dasar

Pendidikan Kesetaraan
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REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN:
TARGET PENERIMA PELAYANAN
PELAYANAN [ o i [PELAYANAN
DESA PELAYANAN PELAYANAN | KESEHATAN KESEHATAN
NO | KECAMATAN JKELURAHAN PELAYANAN | PELAYANAN | PELAYANAN PELAYANAN | KESEHATAN PRLAYANAT | PELAYANAR PRLAY — ANANkeseraTAN ORANG  [(EOIATAN ORANG
KESEHATAN | KESEHATAN IBU [KESEHATAN BAYIKESEHATAN | PADAUSIA [SSOPHATAY | KESEHATAN KCESPHATAN  lopnperiTA DENGAN | rpeotca | DENGAN
IBU HAMIL BERSALIN | BARULAHIR | BALITA | PENDIDIKAN [PADA [ e aNsi | DIABETES | GANGGUAN | o oed RISIKO
DASAR MELITUS | JIWA(ODG) | urosis [TERINFEKSI
BERAT HIV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.
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FORM 2.A.2 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN:
PELAYANAN KESEHATAN SDM KESEHATAN
NO KECAMATAN
FASILITAS KETERSEDIAAN JENIS KETERSEDIAAN
1 2 3 4 5 6
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan

Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan
Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan




37

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN
UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN:
NO | JENIS LAYANAN DASAR BARANG JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDIA SELISIH - ‘P‘G’:‘Ri’;‘TUAN e ILA(I; l? o KETERANGAN
p
1 2 3 4 3 6 7 8 9
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan keschatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3

Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.
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FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAH UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :

INO JENIS LAYANAN DASAR JENIS SDM KESEHATAN JUMLAH KEBUTUHAN JUMLAH TERSEDIA SELISIH KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5
Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang betsifat khusus/spesifik




FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
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KABUPATEN:
] TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
— mmggli KONDISI KINERJA KONDISI KINERJA PADA | . UNIT KERIA
NO. 5 URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM *#) PROGRAM | PAPAAWAL TAHUN | TAHUN-N+1 [ TAHUN-N+2 TAHUN-N+3| TAHUN-N+4 | TAHUN-N+5 | AKHIR PERIODERPJMD |PERANGKAT DAERAH
RPIMD (TAHUN N) PENANGGUNG
(OUTCOME) - JAWAB
K|Rp K|Rp K[Rp K | Rp K|Rp K [Rp
1 2 3 b 5 6 7 8 2 10 11 12

rf [Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pélayanan dasar

1 [02 Urusan pemerintahan bidang kesehatan

T o2 [0z Penyediaan lay hatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat

daerah kabupaten/kota

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program
Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)

Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten/Kota

Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPIMD Kabupaten/Kota

Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program

*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah




FORM 2.C.2

KABUPATEN :
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PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

UNIT KERJA
INDIKATOR KONDISI KI
NO R CRESSADANE RONERIA. pAlr))ﬁT:v;(/: AL TAHUN [TAHUN- N+1 TAHUN-N+2 | TAHUN-N+3 TAHUN- N+4 TAHUN- N+5 PADA AKR | PERANGEAT
; URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *) PROGRAM ALTA g : g PERIODE RENSTRA |  DAFRAH
(OUTCOME) [TERENCANAAN o3 PENANGGUNG
KTRp K[Rp KTRp K IRp KIRp KIRp AWAR

1 3 4 5 6 7 8 10 11 12
. ! [Urusan Pemerintalian Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1 {02 [Urusan Pemerintahan Bidang Keseh

1z lo2 [Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat

IDaerah Kabupaten/Kota
b o2 IPenyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM

1§02 (02 . ujukan Tingkat Daerah Provinsi

1 {02 |02 [2.02 |01 |Pengelolaan Pel Kesel Ibu Hamil

102 02 |02 |02 [Pengelolaan Pel Keseh Ibu Bersalin

1 {02 02 [2.02 |03 |Pengelolaan Pelay Keseh Bayi Baru Lahir

1 02 |02 [02 |04 [Pengelolaan Pelay Keset Balita

102 |02 [R02 |05 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

1 02 02 [2.02 |06 [Pengelolaan Pelay Keseh pada Usia Produktif

1 j02 02 [2.02 [07 [Pengelolaan Pelay Kesel pada Usia Lanjut

1 {02 [02 [2.02 (08 [Pengelolaan Pelay Kesehatan Penderita Hipertensi

1 02 (02 [2.02 |09 |Pengelolaan Pelay Keseh Penderita Diabetes Melitus

1 {02 {02 [2.02 |10 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

1 02 (02 [2.02 |11 [Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

1 {02 (02 [2.02 |12 |Pengelolaan Pel Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut
Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegaitan (output)

Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan

Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten/Kota

Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Kabupaten/Kota
Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatari

")

: Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
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FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :
CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR PENDANAAN (TAHUN N)
JENIS PELAYANAN | LA )
NO. PERMASALAHAN SOLUSI
SS TARGET REALISASI  [CAPAIAN (%) |, ALOKASL REALISAS] REALIEAR SUMBER
: %) IANGGARAN (RP)| ANGGARAN (RP) b DANA

I 2 3 4 5 5 7 3 9 10 11
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :
Kolom 9 :

Kolom 10 : diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota
Kolom 11 : diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota

Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n
Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
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FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :
PENERIMA LAYANAN DASAR PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR CAPAIAN
NO. | JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA) ot KATEGORI
TARGET REALISASI CAPAIAN (%) TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KETERANGAN:

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : diisi dengdn jenis pelayanan dasar

Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)
Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar

Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima fayanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100
Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)

Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota




FORM 3.A.1

KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN KABUPATEN

KABUPATEN :
UNIT
UNIT AIR BAKU UNIT PRODUKSI L KONDISI
NO.| KECAMATAN KEL%%‘;‘EAN/ JENIS | LOKASI | KAPASITAS K‘“Uﬁf;ms IDLE | PDAM/UPTD/BA
SUMBER | NAMA IUNITAIR | vTakE RODUKS] | CAPACITY | DANUSAHA/KP [BEROPERASI KUANTITAS | KUALITAS
AIR BAKU (liter/detik) . . (liter/detik) SPAM
(liter/detik)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4Ll 12 13

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll

Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku

Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku

Kolom 7 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/detik

Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
Kolom 9 : Diisi idle capacity unit produksi dalam satuan liter/detik
Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yarg mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

Kolom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi" sesuai kondisi yang ada

Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" jika kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
Kolom 13 : Diisi "terpenuhi” jika kualitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi” jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
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FORM 3.A.2 KONDISI SPALD KABUPATEN

NO

NAMA SPALD

WILAYAH PELAYANAN
KONDISI SPALD REGIONAL

AKSES

LOKASI

SPALD (BEROPERASI/ TIDAK

BEROPERASI) BEL L

KECAMATAN DESA

TERSEDIA

TERMANFAATKAN

(m3/hari)

(m3/hari) KK

7

9 10

KETERANGAN:

Kolom 1 :
Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :
Kolom 9 :
Kolom 10

Diisi nomor urut

Diisi nama SPALD terbangun (IPAL/IPLT)

Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)

Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD

Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD

Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD

Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD

Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan

: Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD




FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPATEN
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Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 4 : Diisi nomor RW

Kolom 5 : Diisi nomor RT

Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga

Kolom 7 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)

Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut

Kolom 9 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

: Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan

Kolom 11

Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/linibah lebih dari sama dengan 10 meter

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter

KABUPATEN :
KELURAHAN/D NAMA JUMLAH | KONDISI EKONOMI SUDAH BELUM JARAK SUMBER AIR KE
NO. | KECAMATAN RW RT KEPALA NIK | ANGGOTA KELUARGA TERLAYANI  [TERLAYANI PENAMPUNGAN
ESA KELUARGA
RUMAH MBR | NON MBR JP BJP >10M <10M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I3 14 15
Total

KETERANGAN:
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FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN
KABUPATEN :
KONDISI —_——_— AKSES DASAR/
. EKONOMI AKSES LAYAK] AKSES LAYAK AKSES AMAN SPALD-S AKSES AMAN SPALD-T
o [KECAMATAN  |[KELURAHAN [RW [RT fgﬁﬁﬂﬁgﬁN ?Eu?ig;ﬁi'/ ﬁﬁ?l KILPA?\AII.\A INTK ANG%%#QH IKELUARGA PERDESAAN -
(iwaha)  [PERDESAAN SANITASI  [KELUARGA RUMAH |0 INON [, uc CUBLUK ng;‘g;l iy - T;E"ygi‘ "g;‘;‘r"l‘]i' PALD  hawild | paip
UBR e [NDIVIDUAL ~ [KOMUNAL [NDIVIDUAL [koMUNAL ~ [PERMUKIMAN gy - [PERKOTAAN
1 2 3 4 5| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19) 20 21 22 23 24

Total
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 4 : Diisi nomor RW
Kolom 5 : Diisi nomor RT
Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di tiap kelurahan/desa (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha)
Kolom 7 : Diisi dengan klasifikasi “perkotaan™ atau “perdesaan” untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (I=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi
Kolom 9 : Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
Kolom 11 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 15 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
Kolom 16 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Permukiman
Kolom 23 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu
Kolom 24 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Perkotaan
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FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN

KABUPATEN:
= RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1
PELAYANAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET SATUAN P ELl(\)leDAN A
DASAR LOKASI ALOKASI
DANA (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan Kebutuhan pokok |[Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Alr| %

lair minum sehari- hari

Minum [Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan|

jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota

%

IPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum|Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan|
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota
Sub kegi 1 Indikator Sub Kegiatan 1
|Sub kegiatan 2 Indikator Sub Kegiatan 2
Sub kegiatan 3 indikator Sub Kegiatan 3
dst

dst

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019

Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan
Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
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FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN

KABUPATEN :
JENIS PELAYANAN DASAR [PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET SATUAN RGN O A OPD
ALOKASI PELAKSANA
LOKASI
DANA (RP)
1 2 3 4 5 6 7 ]
Penyediaan Pelayanan Program Pengelolaan dan Pengemt Sistem Air Limbah %
Pengolahan Air [Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah|
Limbah Domestik domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tfangga di wilayal
bupaten/kota
Pengelolaan dan P b Sistem Air Limbah Domestik %
dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah
domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah
lkabupaten/kota
Sub kegi 1 lIndikator Sub Kegiatan 1
Sub kegiatan 2 lIndikator Sub Kegiatan 2
Sub kegiatan 3 [Indikator Sub Kegiatan 3
(dst st
KETERANGAN:

Kolom 1 :Diisi nomor urut

Kolom 2 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 :Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Kolom 4 :Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 :Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 :Satuan

Kolom 7 :Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan

Kolom 8 :Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
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FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN

KABUPATEN :
TARGET REALISASI
NO. KECAMATAN KELURAHAN/DESA
' TOTAL TERLAYANI JP TERLAYANI BJP BELUM TERLAYANI
1 2 3 4 5 6 7
Total *)
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP dalam satu Kelurahan/Desa
* : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi
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FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN

KABUPATEN:
TARGET REALISASI
NO. | KECAMATAN DESA TOTAL AKSES DASAR/| AKSES AMAN AKSES AMAN TANPA AKSES AKSES AKSES AMAN | AKSES AMAN
AKSES LAYAK SPALD-S SPALD-T AKSES DASAR LAYAK SPALD-S SPALD-T
PERDESAAN
1 2 3 4 J 6 7 8 9 10 11 12
Total *)
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) Kelurahan/Desa
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan/Desa

*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi
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FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN

KABUPATEN :
REALISASI
JENIS PELAYANAN DASAR TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA SUDAH TERLAYANI BELUM TERLAYANI PERSENTASE
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum

sehari-hari

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum

Kolom 5 :

Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%
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FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN

KABUPATEN :
REALISASI
TOTAL RUMAH DI
JENIS PELAYANAN DASAR KABUPATEN/ KOTA SUDAH TERLAYANI | BELUM TERLAYANI | CRSENTASE
CAPAIAN (%)
7 ) 3 7 3

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan + Terlayani Akses Aman SPALD-S _ Terlayani Akses Aman

SPALD-T)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%
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FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :
TINGKAT KERAWANAN LUAS JUMLAH KONDISI FISIK | STATUS KEPEMILIKAN
NO. | JENIS BENCANA BENCANA KECAMATAN [FFRUREHAN' | gy RT | PERUMAHAN RUMAH  jumLAHKK  [UMLAR RUMAH (unit) RUMAH (unit)
(rendah / sedang/ tinggi) (ha) (unit)
RLH RTLH | Hak Milik |  Sewa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total *)
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
Kolom 3 : Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi nomor RW

Kolom 7 : Diisi nomor RT

Kolom 8 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut

Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 11 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15
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FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :

INO. KECAMATAN KELURAHAN/DESA LUAS LAHAN (ha) PEMILIK KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
Kolom 6 : Diisi keterangan
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FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :
TINGKAT KERUSAKAN STATUS KEPEMILIKAN
TAHUN
KELURAHAN/ [JUMLAH RUMAH RUMAH Rl
NO. JENIS BENCANA TERJADINYA KECAMATAN LN — RUSAK RUSAK RUSAK
BENCANA RINGAN SEDANG BERAT MILIK SEWA LAINNYA

1 2 3 ¢ s 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN :
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
*} : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN :
KONDISI EKONOMI (unit STATUS KEPEMILIKAN TANAH
LOKASI LUAS JUMLAH .
- JENIS LOKASI YANG -l i bl i rumah) (unit rumah)
; MENIMBULKAN BAHAYA KELURAHAN/D UMA RUMAH
KECAMATAN ESA ) (unit) MBR Non MBR Legal Tlegal
1 2 3 4 5 P 7 P ) 70 1t

1 [Sempadan Rel KA

2 |Daerah Sempadan Sungai

3 |Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET)

4  [Kolong Jembatan

5  [Permukiman Kumuh/Ilegal

6 Daerah Rawan Bencana

Total *)

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi nama kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya

Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya

Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11




FORM 4.A.5
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IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN:
- Pt KONDISI EKONOMI (unit rumah) S Kl(al::ll;:thfli;[al;;\N AN
NO. KELURAHAN/DE LUAS LAHAN (ha) RUMAH JUMLAH KK
KECAMATAN SA (unit) MBR Non MBR Legal Ilegal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

Total *)

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :
Kolom 9 :

Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)

Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan

Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
: Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

"
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FORM 4.A.6 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN (<10 HA)

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN:
LOKASI
NO. LUAS LAHAN (ha) JUML?‘?H%UMAH JUMLAH KK ZI.NGKf‘Td KEI/(bUI\?HAN KETERANGAN
KECAMATAN KELURAHAN/DESA ringan /sedang /bera
I 2 3 4 3 6 7 8
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh
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FORM 4.A.7 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

STATUS
KONDISI EKONOMI
JUMLAH KELUARGA KEPEMILIKAN SUDAH TERLAYANI
INO.  [JENIS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN  [KELURAHAND RW RT RUMAH JUMLAHKK  [JUMLAH JIWA TANAH BELUM TERLAYANI
[TERDAMPAK GANTI SUBSIDI | PENYEDIAAN
MBR NONMBR  [LEGAL LEGAL A Sy e
1 2 5 £ > 6 4 s 2 10 i 12 3 e i 16 i
Total *)
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu: 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah
Sempadan Sungai 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong
Jembatan 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana 7. Relokasi perumahan di

Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :
Kolom 9 :

Kolom 10 :

Kolom 11

Kolom 12:

Kolom 13

Kolom 14 :

Kolom 15

Kolom 16 :
Kolom 17 :

*) .

atas lahan bukan fungsi permukiman
Diisi nama kecamatan
Diisi nama kelurahan/desa
Diisi nomor RW
Diisi nomor RT
Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi

Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

: Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)

Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi

: Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset

: Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa

Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KETERANGAN:

JENIS BENCANA [TERJADINY A IKECAMATAN T RW  [RT

KONDISI EKONOMI
TAHUN N ¢ NO. NAMA JUMLAH KELUARGA
JALAN DAN } KEPALA NIK ANGGOTA

[TINGKAT KERUSAKAN RUMAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN

BELUM

[RUMAH .
SCAN IKELUARGA [KELUARGA
BENCANA < i 5 [RUSAK JRUSAK USAK
[RINGAN ISEDANG ERAT

UBSIDI RELOKASI

= S
MBR INON MBR JANG SEWA IPEMBANGUNAN

9 v PEMBANGUNAN
JILIK [SEWA JLAINNYA REHABILITASI KEMBALI

TERLAYANI

RENCANA  TAHUN|
PEMENUHAN SPM

3 4 s 6 7 3 9 10 1 2 3 e 15 16 17 18 19 20 2 2 2

Total *)

KETERANGAN:

Kolom 1 :
Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :
Kolom 9 :

Kolom 10 :

Kolom 11

Kolom 12 :
Kolom 13 :
Kolom 14 :
Kolom 15 :
Kolom 16 :
Kolom 17 :
Kolom 18 :
Kolom 19 :
Kolom 20 :

Kolom 21
Kolom 22

Kolom 23 :

Kolom 24

Kolom 25 :

*)

Diisi nomor urut
Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
Diisi tahun terjadinya bencana
Diisi nama kecamatan
Diisi nama kelurahan/desa
Diisi nomor RW
Diisi nomor RT
Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
Diisi NIK kepala keluarga
: Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
: Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
: Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa
: Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
: Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA

KABUPATEN:
PERHITUNGAN
INO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA BIAYA (Rp)
1 7 3 ]
A.|Pengumpulan Data Rp (Sub Total)
1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana Survei Sekunder Rp (Sub Total)
1. Data Wilayah Administrasi Penanganan Orang*Hari
2. Identifikasi melalui citra satelit Orang*Hari
Survei Primer IRp (Sub Total)
1. Pemetaan Orang*Hari
2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan Survei Sekunder Rp (Sub Total)
1. Data aset lahan pemda Orang*Hari
2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW Orang*Hari
Survei Primer Rp (Sub Total)
1. Pemetaan Orang*Hari
3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum{Rp (Sub Total)
tertangani tertangani
4. Pendataan rumah sewa Survei Primer Rp (Sub Total)
B .[Sosialisasi Rp (Sub Total)
1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada Transportasi Orang*kali
masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana Konsumsi Rapat Orang*kali
Penggandaan Materi Pelatihan Eks
ATK LS
Narasumber Orang*kali
C .|Pembentukan Tim Satgas Rp (Biaya C1)
1. Pelatihan Tim Satgas Diklat Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Konsumsi Rapat Orang*kali
Penggandaan Materi Pelatihan Eks
ATK LS
Pelatih /Praktisi Orang*kali
D .|Pendataan Cepat Rp (Sub Total)
1. Pengisian Form A dan B Surveyor Orang*Hari
Penggandaan Form Eks
Pengolahan Data Orang*Hari
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|Verifikasi penerima layanan SPM Rp (Sub Total)
1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM IKonsumsi Rapat Orang*kali
Transportasi Orang*kali
IPenggandaan Materi Eks
JPenyusunan Rencana Aksi Rp (Biaya F1)
1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Konsumsi Rapat Orang*kali
Penerima dan jenis pelayanan Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
ATK LS
Rehabilitasi Rumah Rp (Sub Total)
1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur Orang*bulan
2. Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat Orang*kali
Pelatih /Praktisi Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB jtl(p
Pembangunan Kembali Rp (Sub Total)
1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur Orang*bulan
2. Pelatihan fasilitator Konsumsi Rapat Orang*kali
Pelatih / Praktisi Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Penggandaan Materi Eks
3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Rembug Desa Rp (Sub Total)
Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana 1. Media diskusi Rp
2. Transportasi Orang*Hari
3. Konsumsi Rapat Orang*kali
4. Pembangunan Rumah Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB
Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana Rp (Sub Total)
1. Pengadaan Lahan Pembebasan Lahan
2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Rembug Warga Rp (Sub Total)
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni 1. Media diskusi Rp
2. Transportasi Orang*Hari
3. Konsumsi Rapat Orang*kali
Tenaga Ahli
1. Tenaga Ahli Perencana Orang*bulan
2. T enaga Ahli Arsitektur (Orang*bulan
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3. T enaga Ahli T eknik Sipil Orang*bulan
4. Tenaga Ahli ME Orang*bulan
5. Tenaga Ahli Plumbing Orang*bulan
3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB jRp
Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Rp (Sub Total)
1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Pembahasan (paket meeting) Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang*kali
Penggandaan dokumen laporan Eks
.[Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota. IPembahasan (paket meeting) Orang*kali
Transportasi Orang*kali
Praktisi/Narasumber Orang*kali
IPenggandaan dokumen laporan Eks
. |Pemantauan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Perangkat Pemantauan SPM IPengadaan sistem informasi IRp
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator Pelaksana Update Data Kinerja Orang*kali
Survei lapangan Orang*kali
Evaluasi Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Rapat evaluasi penerapan IPembahasan (paket meeting) Orang*kali
Transportasi Orang*kali
IPraktisi/Narasumber Orang*kali
IPenggandaan dokumen laporan Eks
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FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

o KONDISI EKONOMI IETIETIRIATYTRE MO P KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN
SR —— ik xpenia LAH KELUARGA LUAS LUAS DIBERIKAN
INO. JENIS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN S gw | By [AMAKERALA NIK ANGGOTA BANGUNAN  [TANAH
s MBR NON MBR i ®D - leoar jueoar e ISEWA LANNYA [GANTI SUBSID] FENZEULAAN
ASET SEWA RLH

1

16

17

20

21

Total *)

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan
Sungai 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan 5. Relokasi perumahan di lokasi yang
menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman Kolom 3 :

Diisi nama kecamatan
Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 5 : Diisi nomor RW
Kolom 6 : Diisi nomor RT

Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)

Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga

Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP

Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP

Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m?

Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m?

Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan

Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak

Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut

Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa

Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN

KABUPATEN:

NO. KEGIATAN KOMPONEN BIAYA PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1 2 3 4
1  [Pengumpulan Data Rp (Sub Total)

1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya Survey sekunder
Pengadaan Peta Rp
Survey primer
Pengambilan Data Lapangan (Orang*Hari
2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman Survey sekunder
Pengadaan Peta Rp
Survey primer
IPengambilan Data Lapangan (Orang*Hari
3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah |Survey sekunder
Khusus eksisting Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) Rp
Survey primer
Pengambilan Data Lapangan Orang*Hari
4. Pengolahan Data Tenaga Pengolah Data
Tenaga Ahli Geografi/Geodesi Orang*Bln
[Tenaga Ahli Statistik Orang*Bln
2 [Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota (Sub Total)
Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah
1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah  [Kabupaten/ Kota
yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat Paket meeting (Orang*Kali
2. Rapat Sinkronisasi dokumen Paket meeting Orang*Kali
3 [Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota IRp (Sub Total)
1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi Penyelenggaraan Sosialisasi
Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
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2. Sosialisasi tentang layanan SPM

Penyelenggaraan Sosialisasi

Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Eks
[Transportasi Orang*Hari
|Konsumsi Orang*Kali
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Rp (Sub Total)
Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan IPenyelenggaraan Identifikasi
layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni BagjfPenggandaan Formulir Eks
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah DaerahlATK Rp
Kabupaten/Kota Transportasi Orang*Hari
[Konsumsi Orang*Kali
2. Penyusunan dokumen perencanaan Rembug Warga
Media diskusi Rp
[Transportasi Orang*Hari
[Konsumsi Orang*Kali
IPenggandaan dokumen
IPenggandaan dokumen Eks
Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Rp (Sub Total)
1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau [Penyelenggaraan Verifikasi
Bangunan Penggandaan Formulir Eks
ATK Rp
[Transportasi Orang*Hari
[Konsumsi Orang*Kali
2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan IPenyelenggaraan Sosialisasi
Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) [Eks
[Transportasi |Orang*Hari
|[Konsumsi (Orang*Kali
3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti
[Tenaga Ahli Jasa Appraisal (Orang*Bln
[Transportasi (Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
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4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan  [Penyelenggaraan Sosialisasi
KPR FLPP Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) [Eks
(Transportasi Orang*Hari
IKonsumsi Orang*Kali
Subsidi Uang Sewa IRp (Sub Total)
1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa Penyelenggaraan Verifikasi
Penggandaan Formulir Eks
ATK Rp
[Transportasi (Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni IPelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni
Konsumsi Orang*Kali
3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa Penyaluran Subsidi Uang Sewa
Total Subsidi Uang Sewa Rp
IPenggandaan dokumen [Eks
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Rp (Sub Total)
1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni Penyelenggaraan Verifikasi
Penggandaan Formulir Eks
ATK Rp
[Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah  |[Rembug Warga
Khusus beserta PSU Media diskus: Rp
[Transportasi (Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
[Tenaga Ahli
[Tenaga Ahli Perencana Orang*Bln
[Tenaga Ahli Arsitektur (Orang*Bin
[Tenaga Ahli Teknik Sipil Orang*Bln
(Tenaga Ahli ME Orang*BIn
[Tenaga Ahli Plumbing Orang*Bln
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3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Rembug Warga
Media diskusi Rp
[Transportasi Orang*Hari
Konsumsi Orang*Kali
4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU Pembangunan fisik Rumah Susun
Biaya konstruksi Rp
Biaya MK Rp
5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah
Pemeliharaan bangunan dan lingkungan BOP*BIn
Penggandaan dokumen Eks
3 Pelaporan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali
IPenggandaan dokumen laporan Eks
9 |Pembinaan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan Penyelenggaraan Pembinaan
masyarakat. Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali
Penggandaan dokumen laporan Eks
Praktisi/ Narasumber Orang*Kali
10 |Pemantauan Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Perangkat Pemantauan SPM Pengadaan sistem informasi Rp
2. Pemantauan kinerja penerapan SPM Operator pelaksana update data kinerja Orang*Kali
Survei lapangan Orang*Kali
1 Evaluasi Penerapan SPM Rp (Sub Total)
1. Evaluasi Penerapan Pembahasan (Paket meeting) Orang*Kali
Penggandaan Materi Eks
INarasumber Orang*Kali




69

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN

KABUPATEN:

INO. KEGIATAN LAYANAN

JUMLAH
RUMAH
TANGGA

KEBUTUHAN
BIAYA

SUMBER PEMBIAYAAN

TAHUN KE-1

TAHUN KE 2

TAHUN KE 3

APBD

DAK LAINNYA

APBD DAK LAINNYA

APBD

DAK

LAINNYA

3

4

& 4

8 9 10

11

12

13

Rehabilitasi

Pembangunan kembali

W | = |~

IPenyediaan rumah relokasi

a. Pengadaan lahan

b. Pembangunan baru

Bantuan akses rumah sewa layak huni
agi korban bencana

Jumlah *)

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan

Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya

Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1

Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1

Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2

Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2

Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3

Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN

KABUPATEN :
JUMLAH RUMAH SUMBER PEMBIAYAAN
NO. KEGIATAN LAYANAN KEBUTUHAN BIAYA TAHUN N+1
ARSI APBD DAK LAINNYA

2

6

7

Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan

Subsidi uang sewa

Penyediaan rumah layak huni

Jumlah *)

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :

Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
Diisi dengan kebutuhan biaya
Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1

Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1

Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
*) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
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FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN TAHUN-N

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN:
HADUNALLIN,
TAHUN WS.J};AALKERUSAKA:U%%MH RUSAK WBANGUNALARGEF SUBSIDI UANG PEMBANGUNAN AL SUBSIDI UANG | BELUM
INO. JENIS BENCANA [TERJADINYA IKECAMATAN mw TOTAL RINGAN SEDANG BERAT REHABILITASI KEMBALI RELOKASI SEWA IREHABILITASI KEMBALI RELOKASI SEWA TERLAYANI
o> UNIT RUMAH) UNIT RUMAH) UNIT RUMAH)  {(UNIT RUMAH) UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH) UNIT RUMAH) R(l}JMNfl-{) UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH) UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH) [(UNIT RUMAH)
1 2 3 4 S 13 7 ) 9 10 1 12 13 & 35 16 17 18
Total *)
Persentase layanan **)
Capaian SPM Total ***)
KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah

Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana

Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 6 : Diisi total rumah rusak
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat

Kolom 10 :
Kolom 11
Kolom 12 :
Kolom 13
Kolom 14 :
Kolom 15
Kolom 16 :
Kolom 17 :
Kolom 18 :

Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi

: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi

: Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi

Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

*¥) ; Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

*¥k) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan
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FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN

TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
NO| JENIS RELOKASI PROGRAM KECAMATAN DESA TOTAL GANTI ASET TARGEsruasml SEWA PENYEDIAAN RLH GANTI ASET SUBSIDI SEWA REALISPAESILYEDIAAN RLH __ |BELUM TERLAYANI
J - - - (UN!TSRUMAH) (UNIT6RUMAH) (UNrT7RUMAH) (UNIT8RUMM<I) (UNlTyRUMAH) (UNIT RUMAH) (UNIT RUMAH) “(UNIT RUMAH)

10

11

12

1 Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan
bahaya - Sempadan Rel KA

Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan
bahaya - Dacrah Sempadan Sungai

Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan
bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinggi (SUTET)

Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan
bahaya - Kolong Jembatan

Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan
bahaya - P Kumuh/llegal

6 Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan
bahaya - Dacrah
Rawan Bencana

7 Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi
permukiman

Total *)

Persentase Layanan **)

__Capaian SPM Total **%)

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program

Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset

Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

*kk) . Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan




FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
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KABUPATEN :
TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN REALIRAGE
JENIS PELAYANAN DASAR SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUDAH TERLAYANI BELUM TERLAYANI PERSENTASE
CAPAIAN (%)
1 2 3 4 5

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak
Huni Bagi Korban Bencana

Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi
Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program

Pemerintah Daerah

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%




74

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DILOKASI
PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
KABUPATEN:
INO. NAMA NIK NO.KK TEMPAT LAHIR TGL.LAHIR ALAMAT

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota
**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 :
Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom S :
Kolom 6 :
Kolom 7 :

Diisi nomor urut

Diisi nama warga

Diisi NIK

Diisi nomor KK

Diisi tempat lahir warga
Diisi tanggal lahir warga
Diisi alamat rumah warga
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FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG
BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

KABUPATEN :
NO JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG
’ DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
Kolom 4 : Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
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FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA /PERKADA

KABUPATEN :
NO. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JENES STANDAR OPETIES\IIIOSNAL PROSEDUR KENDALA KETERANGAN
1 2 3 4 5
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :

Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.

Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.
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FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

KABUPATEN :
KONDISI SARANA DAN PRASARANA
NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
Layak Tidak Layak
1 2 3 4 5

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak
Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak
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FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS,SATLINMAS)

KABUPATEN :
JUMLAH PERSONIL JUMLAH PERSONIL PPNS DAN
SATPOL PP SATLINMAS
NO. JENIS PELAYANAN DASAR
PNS
BELUM DIKLAT SUDAH DIKLAT PR R KERG RALLINMAS
1 2 3 4 5 6 7

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :

Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP

Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS
Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP

Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada
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FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

KABUPATEN :

NO.

JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN

DITEGAKKAN
JENIS PELAYANAN DASAR JUMLAH PERDA DAN PERKADA

PERDA PERKADA

KETERANGAN

KETERANGAN:

Kolom 1 :
Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan

Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan

Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan

Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala
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FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50

METER
KABUPATEN :
JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN
JUMLAH PERKADA
NO. JENIS PENERIMA LAYANAN WARGA JUM[I,)AEPLI ﬁ&ﬁ?ﬁﬁ?&‘é’éﬁi ;JKUK
NEGARA CIDERA SEDANG DAN/ATAU

CIDERA RINGAN

BERAT

5

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 :
Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :

Diisi nomor urut
Diisi jenis penerima layanan
Diisi jumlah warga negara

Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cidera ringan

Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkada apabila cidera sedang dan/atau berat
Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan
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FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

DALAM RADIUS 0-50 METER

KABUPATEN :

YANG MENGALAMI KERUSAKAN
NO. JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA

RINGAN SEDANG

BERAT

JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK
PELAYANAN PERBAIKAN ASET

1 2 3 4

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara
** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan
Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang
Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset
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FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

KABUPATEN :
- A KEBUTUHAN PEMENUHAN DAMPAK KEGIATAN  PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL el
’ PELAYANAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM LAYANANTRANTIBUM R
DASAR
1 2 3 4 5 6
1 Kebutuhan Penyusunan SOP
2 Kebutuhan Peningkatan Kapasitas
SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)
3 |Layanan Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana
Trantibum Satpol PP
4 Pelayanan Perbaikan Materil
5 Pelayanan Pengobatan
6 Kebutuhan lainnya
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan
Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhan masing-masing.
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan
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FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

KABUPATEN :
KEBUTUHAN SOP
HARGA SATUAN KEGIATAN
NO. JENIS SOP PENYUSUNAN BESARAN BIAYA
SOP BARU PEMBAHARUAN SOP
1 2 3 4 6
KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :

Diisi dengan jenis SOP

Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun

Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi

Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan
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FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS

KABUPATEN :
JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS JUMLAH KEBUTUHAN PPNS JUMLAH SATLINMAS
NO. | JENIS PELAYANAN DIKLATSATPOL;APRGA
FRERAR DIKLAT" |, rppara SATUAN pERBESARAN o oo o [KEBUTUHA | HARGA | BESARAN [ ...~ [HARGA [BESARAN
BIAYA
DASAR LATN FETS R AT N SATUAN BIAYA SATUAN | BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 3
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat

Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan

Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS

Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas
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FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

KABUPATEN :
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
NO. JENIS SARANA DAN PRASARANA HARGA SATUAN BESARAN BIAYA
EKSISTING KEBUTUHAN KEKURANGAN
1 2 3 4 5 6 7
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi dengan jumlahkebutuhan sarana dan prasarana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana

Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana

Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana
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FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK

KABUPATEN :
PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK
PERKIRAAN PERKIRAAN
NO. | JENIS PELAYANAN DASAR CIDERA | PERKIRAAN ASETRUSAK | PERKIRAAN | KEBUTUHAN KEBUTUHAN
CIDERA | SEDANG | KEBUTUHAN | ASET RUSAK| SEDANG KEBUTUHAN | ANGGARAN TOTAL
RINGAN | DAN/ATAU | ANGGARAN RINGAN DAN/ATAU | ANGGARAN LAIN-LAIN ANGGARAN
BERAT | PENGOBATAN BERAT PERBAIKAN

4

5

7

8

10

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 :
Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :
Kolom 9 :

Diisi nomor urut
Diisi jenis penerima layanan

Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cidera ringan
Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cidera sedang dan/atau berat
Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cidera
Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan
Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat

Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan
Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak
Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar
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FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA
PENDANAAN KABUPATEN
KABUPATEN :
KEBUTUHAN PEMENUHAN SUB ALOKASI
NO. e st PROGRAM KEGIATAN | o i | KELUARAN | SATUAN | oo - [SUMBER DANAIKONDISI AKHIR
] 2 g 4 5 6 7 8 9 10
KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar
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FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP KABUPATEN

KABUPATEN :
KEBUTUHAN PEMENUHAN SUB ALOKASI
NO. LAYANAN DASAR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KELUARAN SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA |[KONDISI AKHIR
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10
KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Kolom 7 :
Kolom 8 :
Kolom 9 :
Kolom 10

Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan _

Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Diisi dengan Sumber Dana

: Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar
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FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN

KABUPATEN :
KEBUTUHAN PEMENUHAN SUB ALOKASI
NO. ¥ ARAN AT AR AL PROGRAM KEGIATAN | p e rtan | KELUARAN | SATUAN | NciCe SUMBER DANA | KONDISI AKHIR
] 3 4 5 5 7 8 9 10
KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar
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FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA
NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA KABUPATEN

KABUPATEN :
NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI CAP‘;“AN SUMBER PERMASALAHAN SOLUSI
o DANA
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan
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FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA KABUPATEN

KABUPATEN :
NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI EAtALY SUMBER PERMASALAHAN SOLUSI
" DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan



92

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP KABUPATEN

KABUPATEN :
NO. KELUARAN (OUTPUT) SATUAN TARGET REALISASI SALoAS SUMBER PERMASALAHAN SOLUSI
A’ DANA
¥ 2 3 4 . 6 4 8 9 10 11 12
KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan
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FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KABUPATEN :
E
JUMLAH PENEGAKAN PII\EAIL{JDTIS/ PERKADA SESUAI PELAYANAN GANTI RUGI
JUMLAH PENEGAKAN JUMLAH WARGA NEGARA |JUMLAH WARGA NEGARA
JENIS LAYANAN JUMLAH CAPAIAN
NO.
DASAR PELAKSANAAN PERDA CAPAIAN 'YANG TERKENA DAMPAK  [YANG TERKENA DAMPAK CAPAIAN SPM KATEGORI
PENEGAKAN /PERKADA YANG %) PENEGAKAN PERDA DAN PENEGAKAN PERDA DAN %)
() %
LAYANAN DASAR MENDAPAT LAYANAN TERLAYANI
1 2 3 4 S 6 74 8 9 10
KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar
Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani
Kolom 8 : Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumla